
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR J[V TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN DAN MONITORING SERTA 

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah ketentuan Pasal 42 ayat (1), Tata cara 
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan 
evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan 
peraturan kepala daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diatas, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 
11 Tahun 2018 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan 
Monitoring serta Evaluasi dan Bantuan Sosial sebagaimana 
diubah dengan, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 
tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring 
serta Evaluasi dan Bantuan Sosial;

c. bahwa berdasarkan LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor : 40XIX.PAL/05/2020 tanggal 16 Mei 2020 
tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten 
Katingan Tahun 2020 dalam hasil pemeriksan masih ada J 
penerima bantuan hibah berupa uang yang terlambat atau tidak ; 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana hibah L 
yang telah diterima dan memperhatikan perkembangan ' 
perekonomian, sehingga perlu dilakukan perubahan;
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Mengingat :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Katingan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5430);

9 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik,^ 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) Lj n
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja| 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
541);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 11 TAHUN 2018 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN DAN 
MONITORING SERTA EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban Pelaporan Dan Monitoring Serta Evaluasi 
Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2018 Nomor 407) yang telah beberapa kali diubah dengan :

a. Nomor 22 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi 
dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 
2018 Nomor 418); 
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 3 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan 
penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan 
tembusan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) 
terkait paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran 
berikutnya.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan 
laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala 
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait.

(3) Apabila teijadi keterlambatan penyampaian laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka 
penerima hibah dikenakan sanksi berupa pengembalian 
dana hibah dan tidak dapat menerima hibah pada tahun 
anggaran selanjutnya.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penerima hibah seperti KONI, LPTQ, DEKRANASDA, PRAMUKA 
dan lain-lain yang menyisakan dana hibah yang diterima 
sebagai kas di rekening penerima hibah 
organisasi/badan/lembaga/yayasan dan lain-lain dapat 
digunakan untuk mengantisipasi keterlambatan bantuan 
hibah tahun beijalan agar aktivitas operasional organisasi 
tetap beijalan.

3. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu)
Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 26A

(1) Hibah berupa uang dapat digunakan untuk kepentingan 
usaha ekonomi produktif organisasi yang bersangkutan;

(2) Apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan 
kembali pada tahun anggaran berjalan maka penerima 
hibah wajib merevisi RAB dan melaporkan penggunaan 
dana dimaksud pada Satuan Organisasi Perangkat 
Daerah (SOPD) terkait.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Katingan.

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR £

Pasal II

Ditetapkan di Kasongan

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal, ^UU 2-D2D


